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Abstract
Bali Governor's Decree Number 381/03-P/HK/2021 and Governor's Instruction Number 8324 of 2021 on Source-Based Waste Management are a follow-up to Governor's Regulation Number 47 of 2019. This policy supports the vision of ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ to maintain the sanctity of nature and realise a prosperous society. Waste handling in Denpasar is regulated through local regulations Number 3 of 2015 and Number 8 of 2023. This research uses a normative juridical approach through literature study and empirical juridical related to Bali Governor Regulation Number 47/2019. Major challenges still exist, such as the lack of community participation, lack of facilities, and coordination that has not been maximised. Solutions include socialisation, optimisation of TPS 3R, source-based management, and the 3R strategy (Reduce, Reuse, Recycle). Law enforcement and technology utilisation are also critical to the success of this policy. With a large population and a daily waste volume of 800-900 tonnes, community participation is needed to create a healthy and sustainable environment.
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Abstrak
Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 dan Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber merupakan tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019. Kebijakan ini mendukung visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” untuk menjaga kesucian alam dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Penanganan sampah di Denpasar diatur melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan yuridis empiris terkait Peraturan Gubernur Bali Nomor 47/2019.Tantangan besar masih ada, seperti minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas, dan koordinasi yang belum maksimal. Solusi yang diupayakan meliputi sosialisasi, pengoptimalan TPS 3R, pengelolaan berbasis sumber, dan strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penegakan hukum dan pemanfaatan teknologi juga penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Dengan populasi besar dan volume sampah harian 800-900 ton, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan sehat dan berkelanjutan.
Kata kunci : Peraturan, Pengelolaan, Sampah
A. PENDAHULUAN
Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 dan Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Bali berdasarkan Visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI (Mengandung makna: "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera).[footnoteRef:1] Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Bali Era Baru diwujudkan dengan menjaga kesucian dan harmoni alam serta isinya. Tujuannya adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia, sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, melalui pembangunan terpola, menyeluruh, terintegrasi, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI.[footnoteRef:2]  [1:  disdikpora.baliprov.go.id/nangun-sat-kerthi-loka-bali]  [2:  Utama, I. P. W. Policy Paper Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Bali: Problematika Dan Solusi.] 

Sampah adalah limbah padat yang berasal dari aktivitas rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, restoran, industri, sisa bahan bangunan, dan kendaraan bekas.[footnoteRef:3] Penanganan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sementara di Kota Denpasar, peraturan terkait tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Meningkatnya produksi dapat menghasilkan pembangunan positif tetapi juga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akibat zat kimia beracun yang sulit terurai secara alami, membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar meningkatkan volume sampah, sementara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan masih minim.[footnoteRef:4] Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengelolaan sampah yang efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. [3:  Fiermanzah, F., Syafar, M., Yusuf, A., & Juhanto, A. (2021). Perilaku Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Bank Sampah di Kelurahan Kapasa Raya Kota Makassar. Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat, 21(2), 364-372.]  [4:  Anjaswara, D. G. A., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 78-83.] 

Sampah adalah hasil aktivitas manusia yang tidak lagi digunakan. Volume sampah yang dihasilkan suatu daerah berkaitan dengan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi. Semakin tinggi keduanya, semakin besar pula sampah yang dihasilkan setiap hari. Pengelolaan sampah yang buruk, seperti penumpukan atau pembuangan sembarangan, dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah. Pembakaran sampah mencemari udara, sementara pembuangan ke sungai mencemari air, menyumbat saluran, dan memicu banjir. Di Kota Denpasar, dengan populasi yang besar sebagai kota metropolitan, volume sampah cukup tinggi. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih kurang, sehingga berdampak buruk pada lingkungan.[footnoteRef:5] [5:  Cecep Dani Sucipto,2012,Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah,Gosyen Publishing,Yogyakarta,h.1.
] 

Permasalahan Sampah di Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, terus mengalami peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
1. Peningkatan jumlah penduduk: Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Denpasar, baik secara alami maupun karena migrasi, berakibat pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan.
2. Perubahan gaya hidup: Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif, menghasilkan sampah yang lebih banyak dan beragam.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah dengan baik, sehingga membuang sampah sembarangan.
4. Keterbatasan infrastruktur: Infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Denpasar masih belum memadai, seperti tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang terbatas dan TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang tidak merata. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Peraturan ini mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, mulai dari sumbernya hingga pemrosesan akhir. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Bagaimana kewenangan Pemerintah bali dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis Normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan mempelajari hukum melalui undang-undang serta aturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan analisa khususnya Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.
C. Pembahasan
Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang mendukung kehidupan warga negara. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana melalui sistem dan regulasi yang memastikan pemanfaatannya selaras dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan pemahaman ini, diharapkan cita-cita.[footnoteRef:6] [6:  Nuribadah, Nugraha. Satriya, Alviani F.M, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, & Naufal Kurniawan. (2023). Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jogjakarta: Nuha Medika.] 

Lingkungan merupakan sebuah kondisi yang terkait langsung antara siapa saja yang menempati daerah tersebut dan seluruh aspek yang berada di dalamnya. Jika dilansir dari dunia pendidikan, lingkungan adalah sebuah kondisi fisik dimana seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi beserta seluruh flora dan fauna yang ada, dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu.[footnoteRef:7] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[footnoteRef:8]  [7:  Wihardjo, R. Sihadi Darmo, & Rahmayanti, Henita. (2021). Pendidikan. Lingkungan Hidup (Cetakan 1). Pekalongan: PT. Nasya Expanding. Management.]  [8:  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1] 

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.[footnoteRef:9] Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.[footnoteRef:10] [9:  Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan Dan Wajah Hukumnya (Jakarta: Surya Kencana, 1998).]  [10:  Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2009).] 

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang dirumuskan kembali dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.[footnoteRef:11] Berdasarkan pada pengertian tentang lingkungan hidup yang dijelaskan oleh ketiga undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup terdiri dari dua unsur, yaitu unsur makhluk hidup (biotic) dan unsur tak hidup (abiotic). Pada kedua unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati disekitarnya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ia tempati atau tinggali. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.[footnoteRef:12] [11:  Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).]  [12:  Ibid, h 57] 

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.[footnoteRef:13] Tindak Pidana Lingkungan, atau Delik Lingkungan, adalah perintah dan larangan yang ditetapkan oleh undang-undang kepada subjek hukum. Jika peraturan ini dilanggar, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda. Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk elemen-elemen seperti satwa, tanah, udara, air, serta manusia. Dengan demikian, delik lingkungan hidup mencakup tidak hanya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup atau bagiannya.[footnoteRef:14] Melihat dinamika dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan, Pemerintah dan Negara Indonesia telah menyusun berbagai aturan hukum tentang perlindungan lingkungan yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya: [13:  Rudri Musdianto Saputro. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 25-32.]  [14:  Niken Aulias Rachmat. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), 188-209. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737
] 

a) Undang-undang dasar 1945
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) adalah menjadi dasar dibentuknya peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa ketersediaan lingkungan hidup yang sehat, baik, dan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Jaminan hak atas kesehatan, yang mencakup hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak atas pelayanan kesehatan”.[footnoteRef:15] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. Maka sudah selayaknya penduduk Indonesia mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya, yang hal itu telah diatur dalam Undang-Undang dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. [15:  Flora P. Kalalo, Kathleen Catherina Pontoh & Arcelinocent E. Pangemanan. (2020). The Solid Waste Management Through Process of Sorting and Shedule of Household Waste as Eforts of Environment Law Enforcement in Indonesia. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14 (1)] 


b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
Terbentuknya peraturan perundang-undangan ini tidak lain tidak bukan terdorong setelah terjadinya Konferensi Lingkungan Hidup sedunia yang terselengara pada tahun 1972 di Stockholm (UNCHE, United Nations Conference on the Human Environmentn, 1972, Stockholm). Undang-undang ini adalah langkah pertama Indonesia dalam mengarahkan pembangunan dengan perhatian terhadap lingkungan. Pasal 16 dari UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyebutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap lingkungan harus disertai dengan analisis dampak lingkungan, yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah.[footnoteRef:16] [16:  Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1 (2), 119-137.] 

Undang-undang ini sangat penting selain merupakan cikal bakal munculnya berbagai peraturan tentang lingkungan, peraturan ini juga muncul pada situasi sebagai berikut:
1) Saat negara kita (Indonesia) sedang giatnya melakukan pembangunan dengan pesat di semua bidang kehidupan. Dalam kenyataan, segi apapun yang akan diambil untuk tujuan pembangunan, UU ini akan selalu berhadapan dengan aspek ekologi lingkungan hidup. Pembangunan adalah hasil proses dari sumber daya (alam, lingkungan hidup, manusia).
2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah undang-undang pokok yang merupakan dasar peraturan pelaksanaan bagi semua sektor yang menyangkut lingkungan hidup. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung (umbrella provision) bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (lex lata) maupun bagi pengaturan lebih lanjut (lex feranda) mengenai lingkungan hidup.
3) Corak ekologis negara kita sangat spesifik. Negara kita merupakan wilayah kepulauan (Nusantara) yang terdiri dua pertiga wilayah laut, yaitu terletak diantara dua benua, Asia dan Australia, serta dua lautan raksasa yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kita memiliki sumber daya alam yang kaya raya dan dihuni oleh penduduk dengan berbagai corak ragam suku, budaya, agama, tingkatan sosial ekonomi, dan lain- lain.
Undang-Undang ini mulai disusun pada tahun 1976 dengan diawali dibentuknya Kelompok Pembinaan hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup yang berdiri pada bulan Maret Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Negara. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret Tahun 1981 Menteri Negara PPLH mengirimkan konsep RUU Lingkungan Hidup dan disahkan pada 25 Februari Tahun 1982 oleh Presiden.
Yang menjadi dasar pemikiran dari UUPLH ini adalah konsep perpaduan prinsip-prinsip pembangunan dan lingkungan serta ekologi yang lazim disebut Ecodevelopment, yang dinyatakan sebagai berikut:
1) Lingkungan hidup Indonesia adalah karunia Allah SWT yang seharusnya dikembangkan sesuai asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan alam lingkungan, dalam hubungannya dengan Allah SWT baik dalam kehidupan lahiriah maupun batiniah.
2) Sumber daya alam yang dapat dipergunakan untuk menuju kesejahteraan harus dilestarikan kemampuan ekosistem secara serasi dan seimbang dengan cara bijaksana, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan.
3) Pengelolaan lingkungan berasaskan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
4) Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat tercapai kehidupan yang optimal.
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Seiring dengan perkembangaan zaman mendorong manusia untuk selalu berkembang di berbagai bidang, tentu hal ini juga akan berdampak terhadap lingkungan. Semakin beragamnya dampak yang ditimbulkan manusia terhadap lingkungan khususnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dinggap tidak lagi dapat mencakup semua perbuatan yang terjadi. Mendorong pemerintah untuk memperbaharui Undang-undang tersebut, yang selanjutnya menggantinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang ini, pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pertimbangan perubahan peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :
1) Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Allah SWT kepada rakyat dan Bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara.
2) Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang- undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan kehidupan berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebiasaan nasionalyang terpadu dan menyeluruh dengan memeperhitungkan generasi masa kini dan generasi masa depan.
3) Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembalikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
4) Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
5) Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannnya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.”

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tuntutan perkembangan global yang semakin lama semakin maju maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009. Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga pengaturan yang lebih jelas tentang hak masyarakat terhadap lingkungan. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melibatkan usaha sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan. Proses ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, undang- undang ini juga mengatur peningkatan penggunaan berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.[footnoteRef:17] Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidup sesuai dengan yang seharusnya, karena manusia merupakan bagian integral dari lingkungan itu sendiri. UUPPLH mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang mencakup semua unsur, baik benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.[footnoteRef:18] [17:  Nina Herlina & Rima Duana. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal]  [18:  Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(1), 145-157.] 

Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas (Efendi, 2011): a) tanggung jawab negara; b) kelestarian dan keberlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan; e) manfaat; f) kehati-hatian; g) keadilan; h) ekoregion; .i) keanekaragaman hayati; j) pencemar membayar; k) partisipatif; l) kearifan lokal; m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan n) otonomi daerah.[footnoteRef:19] [19:  Nuribadah, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, & Naufal Kurniawan. (2023). Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jogjakarta: Nuha Medika.] 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. UUPPLH mengakui delapan hak, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia; (2) hak untuk memperoleh pendidikan tentang lingkungan hidup; (3) hak untuk mengakses informasi; (4) hak untuk berpartisipasi; (5) hak untuk mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup; (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (7) hak untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup; dan (8) hak untuk tidak dikenai tuntutan pidana atau perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[footnoteRef:20] Keseluruhan pengaturan tentang lingkungan hidup ini sesungguhnya bertujuan agar lingkungan hidup dapat terjaga, sehingga dapat diambil manfaatnya dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan dimasa yang akan datang.[footnoteRef:21] [20:  Hakim Fadhilah, R. Relynada, F. Erin, & M. R. Fadhillah. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat,” Angew. Chemie Int. Ed., 5 (2), 1190–1200.]  [21:  “http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/bab%20ii.pdf?sequence=6.”] 

Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber diterbitkan dengan didasari oleh beberapa latar belakang,44 yaitu:
1) Meningkatnya Timbulan Sampah di Bali :[footnoteRef:22] [22:  Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
] 

a. Volume sampah di Bali terus meningkat pesat, terutama di kawasan wisata.
b. Penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarangan dan TPA Sijomin telah mencapai kapasitas maksimum.
c. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
2) Ketidakefektifan Sistem Pengelolaan Sampah:
a. Sistem pengelolaan sampah yang ada di Bali masih belum efektif dan efisien.
b. Banyak sampah yang tidak dipilah dan tidak diolah dengan baik.
c. Masih terdapat praktik pembuangan sampah sembarangan di sungai, laut, dan tempat-tempat lain.
3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat:
a. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.
4) Perlunya Pendekatan Baru:
Pendekatan pengelolaan sampah yang sebelumnya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan sampah di TPA, perlu diubah menjadi pendekatan yang berfokus pada pengurangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
5) Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali:
Pergub ini selaras dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu mewujudkan Bali yang bersih, lestari, dan bermartabat.
6) Tujuan:
Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 diterbitkan dengan tujuan untuk:
a. Mewujudkan budaya bersih
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Meningkatkan kesehatan masyarakat
d. Menjadikan sampah bernilai ekonomis
e. Meningkatkan peran Produsen, Desa Adat, serta Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah

7) Implementasi Peraturan Gubernur Bali NO 47 Tahun 2019
Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah[footnoteRef:23] berbasis Sumber yaitu dengan menyediakan tempat sampah yang terpilah dan menggunakan sarana tempat sampah seperti ini bisa dikembangkan di Desa atau di Komunitas masyarakat, dapat di analisis sebagai berikut :[footnoteRef:24] [23:  Diputra, I. B. N. K. (2022). EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI KELURAHAN CEMPAGA, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).]  [24:  Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber] 

a. Pemerinah bali telah melakukan upaya, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan peraturan gubernur bali no 47 tahun 2019, Upaya ini melibatkan berbagai pihak desa adat setempat, termasuk pemerintah daerah , untuk memastikan program-program tersebut berjalan agar mewujudkan bali yang bersih.
b. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, setiap orang dilarang.
1) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan
2) Membuang sampah sampah upakara ke media lingkungan
3) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
4) Melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping) dan atau,
5) Memasukan sampah diwilayah provinsi.

8) Desa Adat dalam bekerja sama dengan Desa/Kelurahan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana menyusun Awig-Awig/Pararem Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wewidangan Desa Adat, dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Perkreditan Desa, Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, Bank Sampah, dan/atau pihak lainnya.
Faktor Penghambat Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 Bali Dalam Pengelolaan Sampah yaitu Belum optimalnya pengelolaan sampah pada fasilitas (TPS3R/TPST) berdampak pada penanganan sampah yang pada akhirnya sampah dikirim ke TPA. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa TPA yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Bali.[footnoteRef:25] mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Namun untuk membangun TPA baru sulit terlaksana karena dibutuhkan kajian dan lahan yang luas serta terjadi penolakan dari masyarakat sekitar.[footnoteRef:26]  [25:  RI, B. L. D. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG.]  [26:  SUDRAJAT, D. (2023). PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT	DI	KECAMATAN	PURWADADI	KABUPATEN	SUBANG	PROVINSI	JAWA BARAT (Doctoral dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam Negeri).] 

Situasi ini dapat menjadi bom waktu yang mengancam kondisi lingkungan, kegiatan pariwisata dan ekonomi di Provinsi Bali. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama secara konkrit, holistik dan serentak dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir yang dimulai dengan mengolah dan memilah sampah dari sumbernya serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.[footnoteRef:27] Harapan tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah pada acara Koordinasi Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang digelar di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Lebih jauh dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan berdasarkan data SIPSN timbulan sampah di Provinsi Bali pada Tahun 2023 mencapai 3.367 ton/hari dan dengan persentase sampah terkelola mencapai 75,94% dimana sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA dengan persentase 61.41% Fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah terbangun yakni 278 unit TPS3R yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan juga 7 unit TPST di empat Kabupaten/Kota. "Namun pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan belum terbangunnya kesadaran pernilahan sampah dari sumber sehingga membebani operasional fasilitas pengolahan sampah.[footnoteRef:28] Kunci keberhasilannya adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sampah," imbuhnya. [27:  https://www.baliprov.go.id/web/keberhasilan-pengelolaan-sampah-perlu-komitmen-dan-dukungan-dari-
seluruh-elemen-masyarakat/]  [28:  Sampah, B., & Bebas, G. K. MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DI HOTEL LOMBOK RAYA Oleh SiLuh
Putu Damayanti1) & I Ketut Bagiastra2) Tinggi pariisata Mataram Email: sp. damayanti@ gmail. com & 2 bagiastraketut@ gmail. com.
] 

Sementara itu Koordinator Harian Stranas PK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Aminudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi sampah di tiap daerah itu besar kalau bisa diolah dengan tepat. Bahkan sampah bisa menjadi sumber pendapatan daerah, jika potensi tersebut dikelola dengan baik dan efisien. Dengan pengelolaan yang tepat, tidak saja permasalahan sampah yang dapat teratasi namun di sisi lain dapat bernilai ekonomis. Aminudin menambahkan dalam hal ini KPK hadir untuk mempertemukan dan memfasilitasi antara Pemda dengan BUMN seperti PLN sehingga terjalin kerjasama yang baik yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan serta pengelolaannya harus transparan. Turut hadir pada pertemuan kali ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (DLHK)  Provinsi  Bali  I  Made  Teja,  Direktur  Pengembangan Biomassa PT PLN EPI, Antonius Aris, Bisnis Development Manager PT. Semen Indonesia Tbk, Ita Sadono, serta jajaran DKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali
1) Faktor Sarana Dan Prasana
Sarana dan Prasarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja dalam pelaksanaan peraturan gubernur bali no 47 tahun 2019 persampahan. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai mampu mengoptimalkan kelancaran proses pekerjaan. Namun dalam praktik, evaluasi terhadap sarana dan prasarana pendukung menunjukkan kekurangan lalu akan menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.
Pelayanan retribusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota denpasar belum mencapai tingkat optimal disebabkan oleh kekurangan sarana dan prasarana. Penambahan fasilitas seperti tempat sampah disetiap toko/kios dan ruas jalanan merupakan hal yang diperlukan. Namun, dalam kenyataannya, jarak antara tempat sampah satu dengan yang lain berdampak pada penanganan sampah yang pada akhirnya sampah dikirim ke TPA.. Selain itu diperlukan peningkatan armada pengangkutan sampah seperti bentor, amroll, dan dump truck untuk mengakomodasi sebagian masyarakat yang ingin berlangganan layanan tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah.

2) Faktor Kurangnya Kesadaran Masyrakat
Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar masihkurang. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah organik dan non-organik, dan tidak memanfaatkan sampah sebagai sumber energi ataubahan daur ulang. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi terkait undang-undang no 47 tahun 2019 pengelolaan sampah tersebut yang dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan sosialisasi tersebut namun sosialisasi yang dilakukan belum secara rutin dilaksanakan.
3) Keterbatasan infrastruktur
Infrastruktur yang kurang memadai seperti sarana dan prasarana pengangkutan, fasilitas tempat pembuangan akhir, dan teknologi pengelolaan sampah yang canggih dan modern menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan swakelola pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Pelaksanaan swakelola sampah di Kota Denpasar masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pembuangan sampah serta teknologi pengolahan sampah yang modern. Hal ini tentunya dapat menghambat jalannya program swakelola pelaksanaan peraturan gubernur bali no 47 tahun 2019 tentang sampah.
Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Berjalannya Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No 47 Tahun 2019 yaitu Dalam mengatasi suatu hambatan, tentunya terdapat upaya- upaya dalam rangka mengatasi hambatan tersebut.[footnoteRef:29] Dalam program pelaksanaan peraturan gubernur bali di Kota Denpasar memang terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai bentuk upaya untuk menangani faktor penghambat dari kebijakan tersebut. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar untuk mengatasi faktor penghambat kebijakan pengelolaan sampah adalah melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, dinas lingkungan hidup dan kesehatan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti komunitas lingkungan, kelompok tani, serta LSM lingkungan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat poster, spanduk, brosur, serta mengadakan kegiatan sosialisasi seperti seminar dan diskusi bersama masyarakat.[footnoteRef:30] Pada sosialisasi tersebut, dinas lingkungan hidup dan kesehatan menyampaikan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar serta menjelaskan cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selain itu, edukasi juga dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Pelatihan dilakukan dengan metode praktik, sehingga masyarakat dapat langsung mempraktekkan cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.[footnoteRef:31] [29:  Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 21(2), 17-26.]  [30:  Febrianto, D., Widyawati, W., Hidayat, T. A. R., & Syahputri, A. R. (2018). Kebijakan pemerintah kota denpasar terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Denpasar. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 1(2), 45-50.]  [31:  Widiantara, P. E. (2023). Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali (Doctoral dissertation, IPDN).] 



Data Jumlah Sampah Per Tahun
Data sampah per tahun di kota denpasara mengalami kenaikan derastis dimana kota denpasar ini paling banyak volumenya dibandingkan kabupaten lainya yang ada di Provinsi Bali.[footnoteRef:32] Seperti dalam tabel Berikut : Volume Timbulan Sampah di Bali Berdasarkan Wilayahnya (2022) [32:  Cindy Mutia Annur - 2023/10/18,] 
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Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, volume timbulan sampah di Bali mencapai 1,02 juta ton sepanjang 2022. Volume sampah itu bertambah 12,22% dibanding 2021, serta menjadikan Bali sebagai provinsi dengan timbulan sampah terbanyak kedelapan di Indonesia. Pada 2022 Denpasar memiliki sampah terbanyak di Bali, yakni 316,13 ribu ton atau 30,78% dari total volume timbulan sampah di provinsi tersebut. Di urutan kedua ada Kabupaten Gianyar dengan volume timbulan sampah 196,69 ribu ton, diikuti Kabupaten Buleleng 143,28 ribu ton, Kabupaten Badung 119,47 ribu ton, dan Kabupaten Karangasem 113,711 ribu ton. Kemudian Kabupaten Jembrana tercatat memiliki 59,47 ribu ton timbulan sampah, Kabupaten Bangli 40,83 ribu ton, dan Kabupaten Klungkung paling sedikit, yakni 37,64 ribu ton.
Pemerintah kota telah menutup dua Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Untuk TPSS di Jalan Gunung Agung sudah tutup per 1 Mei 2024 dan dibangun Puskesmas. Sedangkan per 1 Juni, Pemkot juga menutup TPSS Lumintang untuk pembangunan skatepark. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar IB Putra Wirabawa, Selasa (4/6) meminta agar warga mengubah perilaku dengan memilah sampah sendiri. la mengatakan, ada sekitar 8 truk atau 3 ton sampah yang dibawa ke TPSS lumintang setiap harinya. Sementara, volume sampah di Kota Denpasar setiap harinya mencapai 800-900 ton.Dengan besarnya volume tersebut, sementara dua TPSS ditutup dan 2 TPST (TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padangsambian Kaja) belum beroperasi maksimal, sesuai Perda nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Instruksi Wali Kota Denpasar nomor 1 tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, masyarakat diminta memilah sampah sendiri. Sampah organik yang telah dipilah dapat dibawa ke sumur resapan modifikasi. Sedangkan sampah non organik dibawa ke bank sampah yang ada di banjar banjar atau kelompok swakelola. Selain itu, dengan ditutupnya TPSS, ia juga mendorong mengoptimalkan TPS 3R yang ada di desa/kelurahan. 
Strategi pengurangan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :[footnoteRef:33] [33:  PENGELOLAAN SAMPAH PASAR KURAITAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN, jurnal menara ilmu, UMSB, 2018, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/issue/view/64] 

1. Reduce: Mengurangi penggunaan barang sekali pakai.
2. Reuse: Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai.
3. Recycle: Mendorong daur ulang bahan-bahan seperti plastik, kertas, dan logam.
Implementasi program seperti bank sampah dan komposting di tingkat lokal dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah provinsi bali masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi, belum memadainya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana, belum kuatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, belum tegasnya penegakan hukum, dan belum maksimalnya pemanfaatan inovasi dan teknologi. Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembangunan TPSA, dan pengolahan sampah melalui komposter. Upaya-upaya tersebut perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan saran-saran yang telah diajukan di atas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah:
1. Meningkatkan sosialisasi
2. Peningkatan partisipasi masyarakat
3. Penguatan penegakan hukum
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